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PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
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NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan yang proporsional, efektif, dan
efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, perlu menata
kembali organisasi dan tata kerja Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan,;

b. bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan,
sudah tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah

sehingga perlu diganti;
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c. bahwa organisasi dan tata kerja Badan Nasional

Pencarian dan Pertolongan telah memperoleh persetujuan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:
B/912/M.KT.01/2020 hal Penataan Organisasi dan Tata
Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tanggal
20 Juli 2020;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Nasional Pencarian dan Pertolongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL  PENCARIAN  DAN
PERTOLONGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

BAB 1
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1
(1) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah
lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh

Kepala.



(1)

(2)

Pasal 2

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mempunyai
tugas:

a. menyusun dan menetapkan norma, standar,

prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur
perizinan dalam penyelenggaraan pencarian dan
pertolongan,;

memberikan pedoman dan pengarahan dalam
penyelenggaraan pencarian dan pertolongan;
menetapkan standardisasi dan kebutuhan
penyelenggaraan pencarian dan pertolongan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi;
menyampaikan informasi penyelenggaraan pencarian
dan pertolongan kepada masyarakat;

menyampaikan informasi penyelenggaraan operasi
pencarian dan pertolongan secara berkala dan setiap
saat pada masa penyelenggaraan operasi pencarian
dan pertolongan kepada masyarakat;

melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi
terhadap penyelenggaraan pencarian dan
pertolongan; dan

melakukan pemasyarakatan pencarian dan

pertolongan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
dapat melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal

2, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan penetapan norma, standar, prosedur,

kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan
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dan/atau rekomendasi  penyelenggaraan = operasi
pencarian dan pertolongan;

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di
bidang penyelenggaraan operasi pencarian dan
pertolongan, pembinaan tenaga dan potensi, sarana dan
prasarana, dan sistem komunikasi;

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan standardisasi
siaga, latihan, dan pelaksanaan operasi pencarian dan
pertolongan;

perumusan dan penetapan kebutuhan siaga, latihan,
dan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan,;
koordinasi  pelaksanaan  penyelenggaraan  operasi
pencarian dan pertolongan, pembinaan tenaga dan
potensi, sarana dan prasarana, dan sistem komunikasi;
pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi dan
komunikasi pencarian dan pertolongan;

pelayanan informasi penyelenggaraan pencarian dan
pertolongan;

pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pencarian dan pertolongan;

pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan bidang
pencarian dan pertolongan;

pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara
yang menjadi tanggung jawab Badan Nasional Pencarian
dan Pertolongan;

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur
organisasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan;

pengawasan intern atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
dan

pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada
seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Nasional

Pencarian dan Pertolongan.



Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan dikoordinasikan oleh Menteri yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan di  bidang

perhubungan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terdiri atas:

a. Kepala;

b. Sekretariat Utama;

C. Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan
Kesiapsiagaan;

d. Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan
Pertolongan;

e. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem
Komunikasi Pencarian dan Pertolongan,;

f. Inspektorat; dan

g. Pusat Data dan Informasi.

Pasal 6
Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab
atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian

dan Pertolongan.

BAB III
SEKRETARIAT UTAMA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 7
(1) Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala.

(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.



Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian

dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di

lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

a.

koordinasi kegiatan Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan;

koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan
anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang
meliputi  ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,
kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,
arsip, dan dokumentasi Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan;

pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-
undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara atau
kekayaan negara; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 10

Susunan Organisasi Sekretariat Utama terdiri atas:

a.
b.

C.

Biro Perencanaan;
Biro Umum; dan

Biro Hukum dan Kepegawaian.



Bagian Ketiga

Biro Perencanaan

Pasal 11
Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, dan
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja serta
administrasi kerja sama di lingkungan Badan Nasional

Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a.  penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana
kinerja dan anggaran di lingkungan Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan;

b.  penyiapan koordinasi rencana, program, dan anggaran di
lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

C.  penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran
di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana, program,
dan anggaran di lingkungan Badan Nasional Pencarian
dan Pertolongan;

e. penyiapan penyusunan laporan rencana, program, dan
anggaran di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan;

f. penyiapan koordinasi kerja sama dalam negeri dan luar
negeri;

g. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kerja sama
dalam negeri dan luar negeri; dan

h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 13
Susunan Organisasi Biro Perencanaan terdiri atas kelompok

jabatan fungsional.
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Bagian Keempat

Biro Umum

Pasal 14
Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan
pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan, arsip,
dokumentasi, keprotokolan, pengelolaan hubungan
masyarakat, kerumahtanggaan, perlengkapan, layanan
pengadaan barang/jasa pemerintah serta pengelolaan barang

milik negara atau kekayaan negara.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

a.  penyiapan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan;

b.  pengelolaan urusan kearsipan di lingkungan Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan;

c. penyiapan koordinasi dan pengelolaan urusan dalam,
kerumahtanggaan, pemeliharaan, Kkeprotokolan, dan
urusan ketatausahaan pimpinan;

d. penyiapan koordinasi dan pengelolaan layanan
pengadaan barang/jasa pemerintah dan layanan
pengadaan secara elektronik;

e. penyiapan koordinasi dan pengelolaan barang milik
negara atau kekayaan negara;

f. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan
hubungan masyarakat;

g.  penyilapan koordinasi dan pengelolaan dokumentasi; dan

h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 16
Susunan Organisasi Biro Umum terdiri atas:
a. Bagian Rumah Tangga dan Protokol;
b. Bagian Pengadaan Barang/Jasa; dan

B. Kelompok Jabatan Fungsional.



Pasal 17
Bagian Rumah Tangga dan Protokol mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, pemeliharaan,
urusan dalam, keprotokolan, pengelolaan barang milik negara
atau kekayaan negara, dan urusan ketatausahaan pimpinan

di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17, Bagian Rumah Tangga dan Protokol

menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pengelolaan urusan dalam;

b.  pelaksanaan pengelolaan urusan penerimaan,
penyimpanan, distribusi, pinjam pakai, inventarisasi,
penghapusan, dan pelaporan barang milik negara;

c. pelaksanaan urusan pelayanan kesehatan pegawai
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

d. pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan kendaraan dinas,
bangunan, dan gedung;

e. pelaksanaan dukungan administrasi urusan
perlengkapan dan rumah tangga;

i pelaksanaan keprotokolan;

g.  pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara;
dan

h.  pelaksanaan urusan ketatausahaan pimpinan.

Pasal 19

Bagian Rumah Tangga dan Protokol terdiri atas:

a. Subbagian Urusan Dalam dan Pemeliharaan;

b.  Subbagian Protokol;

c. Subbagian Tata Usaha Pimpinan Kepala Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan,;

d. Subbagian Tata Usaha Pimpinan Sekretaris Utama;

e. Subbagian Tata Usaha Pimpinan Deputi Bidang Operasi
Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan,

i Subbagian Tata Usaha Pimpinan Deputi Bidang Bina

Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan;
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Subbagian Tata Usaha Pimpinan Deputi Bidang Sarana
dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan
Pertolongan; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 20
Subbagian Urusan Dalam dan Pemeliharaan mempunyai
tugas melakukan pengelolaan urusan dalam, kebersihan,
dan keamanan lingkungan, akomodasi, transportasi,
urusan pelayanan kesehatan pegawai Badan Nasional
Pencarian dan  Pertolongan serta  pengelolaan
pemeliharaan kendaraan dinas, bangunan, dan gedung.
Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan
urusan keprotokolan dan penyiapan bahan kegiatan
pimpinan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan.
Subbagian Tata Usaha Pimpinan Kepala Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melakukan
urusan ketatausahaan Kepala Badan Nasional Pencarian
dan Pertolongan.
Subbagian Tata Usaha Pimpinan Sekretaris Utama
mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan
Sekretaris Utama.
Subbagian Tata Usaha Pimpinan Deputi Bidang Operasi
Pencarian dan  Pertolongan, dan Kesiapsiagaan
mempunyai tugas melakukan urusan Kketatausahaan
Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan
Kesiapsiagaan.
Subbagian Tata Usaha Pimpinan Deputi Bidang Bina
Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan
mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan
Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan
Pertolongan.
Subbagian Tata Usaha Pimpinan Deputi Bidang Sarana
dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan

Pertolongan mempunyai tugas melakukan urusan
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ketatausahaan Deputi Sarana dan Prasarana, dan

Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 21
Bagian Pengadaan  Barang/Jasa  mempunyai tugas
melaksanakan layanan pengadaan serta pengelolaan

barang/jasa pemerintah.

Pasal 22

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21, Bagian Pengadaan Barang/Jasa
menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan dan koordinasi pengadaan barang/jasa;
dan
b. pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa.

(2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugas sebagai Unit
Kerja Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan peraturan
perundang-undangan, Bagian Pengadaan Barang/Jasa
juga menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan pengadaan barang/jasa;

b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;

c. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan
pengadaan barang/jasa; dan

d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau

bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.

Pasal 23
Bagian Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas kelompok jabatan

fungsional.
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Bagian Kelima

Biro Hukum dan Kepegawaian

Pasal 24
Biro Hukum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan
perundang-undangan, pengelolaan jaringan dokumentasi
hukum, advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian, penataan
organisasi dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi

internal.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24, Biro Hukum dan Kepegawaian menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan
perundang-undangan, pengelolaan jaringan dokumentasi
hukum, dan pemberian advokasi hukum;

b.  penataan organisasi dan tata laksana;

c.  pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi internal;

d. pengelolaan urusan kepegawaian; dan

e pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 26
Susunan Organisasi Biro Hukum dan Kepegawaian terdiri

atas kelompok jabatan fungsional.
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BAB IV
DEPUTI BIDANG OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,
DAN KESIAPSIAGAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 27
(1) Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan
Kesiapsiagaan berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala.
(2) Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan

Kesiapsiagaan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 28
Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan
Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan  pelaksanaan  kebijakan, koordinasi
pelaksanaan, perumusan kebutuhan, perumusan dan
pelaksanaan standardisasi, pemantauan, analisis, evaluasi
dan pelaporan di bidang operasi pencarian dan pertolongan,
dan kesiapsiagaan serta perumusan norma, standar,
prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan
dan/atau rekomendasi dan pelayanan informasi

penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Pasal 29
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28, Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan,
dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang operasi pencarian dan
pertolongan, dan kesiapsiagaan;
b. perumusan norma, standar, prosedur, Kkriteria, serta
persyaratan dan  prosedur perizinan dan/atau
rekomendasi penyelenggaraan operasi pencarian dan

pertolongan;
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pelaksanaan kebijakan di bidang operasi pencarian dan
pertolongan, dan kesiapsiagaan;

perumusan dan pelaksanaan standardisasi siaga,
latihan, dan pelaksanaan operasi pencarian dan
pertolongan;

perumusan kebutuhan siaga, latihan, dan pelaksanaan
operasi pencarian dan pertolongan;

koordinasi  pelaksanaan  penyelenggaraan  operasi
pencarian dan pertolongan;

pelayanan informasi pelaksanaan operasi pencarian dan
pertolongan;

pemantauan, penilaian, analisis, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan di bidang operasi pencarian dan pertolongan
dan kesiapsiagaan;

penyusunan norma, standar, prosedur, dan Kkriteria di
bidang operasi pencarian dan pertolongan dan
kesiapsiagaan,;

pelaksanaan siaga, latihan, dan operasi pencarian dan
pertolongan;

pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Operasi
Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 30

Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan

Kesiapsiagaan terdiri atas:

a.
b.

Direktorat Operasi; dan

Direktorat Kesiapsiagaan.
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Bagian Ketiga

Direktorat Operasi

Pasal 31
Direktorat Operasi mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan prosedur
perijinan dan/atau rekomendasi penyelenggaraan, kebijakan,
perumusan kebutuhan, koordinasi penyelenggaraan,
pelayanan informasi, pemantauan, penilaian, analisis,
evaluasi, dan pelaporan serta kegiatan di bidang operasi

pencarian dan pertolongan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30, Direktorat Operasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang operasi pencarian dan pertolongan,;

b.  penyiapan prosedur perijinan dan/atau rekomendasi
penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;

G pelaksanaan kebijakan di bidang operasi pencarian dan
pertolongan;

d. penyiapan penyusunan kebutuhan di bidang operasi
pencarian dan pertolongan;

8. pelaksanaan  koordinasi  penyelenggaraan  operasi
pencarian dan pertolongan;

{. pengerahan dan pengendalian operasi pencarian dan
pertolongan;

g. pelaksanaan pelayanan informasi penyelenggaraan
operasi pencarian dan pertolongan;

h. pelaksanaan bimbingan teknis dan asistensi di bidang
operasi pencarian dan pertolongan;

1. pengelolaan  dukungan  operasi  pencarian dan
pertolongan;

s penyiapan penyusunan rencana dan pengembangan
operasi pencarian dan pertolongan;

k. pemantauan, penilaian, analisis, dan evaluasi di bidang

operasi pencarian dan pertolongan;
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I, penyiapan penyusunan laporan di bidang operasi
pencarian dan pertolongan; dan

m. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
Direktorat.

Pasal 33

Susunan Organisasi Direktorat Operasi terdiri atas:

a. Subdirektorat Pengerahan Potensi dan Pengendalian
Operasi; dan

b.  Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 34
Subdirektorat Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengerahan dan
pengendalian, pelayanan informasi penyelenggaraan operasi
pencarian dan pertolongan, serta bimbingan teknis dan

asistensi di bidang operasi pencarian dan pertolongan.

Pasal 35

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34, Subdirektorat Pengerahan Potensi dan Pengendalian

Operasi menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan  operasi
pencarian dan pertolongan;

b.  penyusunan rencana operasi pencarian dan pertolongan;

. pelaksanaan permintaan dan pengerahan potensi
pencarian dan pertolongan,;

d. pengendalian operasi pencarian dan pertolongan,;

e, pelaksanaan pelayanan informasi penyelenggaraan
operasi pencarian dan pertolongan;

f. penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan
asistensi di bidang operasi pencarian dan pertolongan;
dan

g.  pelaksanaan kerja sama dan bantuan operasi pencarian

dan pertolongan dalam dan luar negeri.
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Pasal 36
Subdirektorat Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi

terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Kesiapsiagaan

Pasal 37
Direktorat Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan
kebutuhan, kebijakan, pemantauan, penilaian, analisis,
evaluasi, dan pelaporan serta kegiatan di bidang
kesiapsiagaan.
Pasal 38
Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37, Direktorat Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
a. penylapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang siaga dan latihan;
b. penyiapan penyusunan kebutuhan di bidang siaga dan
latihan;
c. pelaksanaan kebijakan dan kegiatan di bidang siaga dan
latihan;
d. pelaksanaan bimbingan teknis dan asistensi di bidang
siaga dan latihan;
e. pengelolaan fasilitas siaga dan latihan;
penyiapan penyusunan rencana dan pengembangan siaga
dan latihan;
g. pemantauan, penilaian, analisis, dan evaluasi di bidang
siaga dan latihan;
h. penyiapan penyusunan laporan di bidang siaga dan
latihan; dan
i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

Direktorat.
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Pasal 39
Susunan Organisasi Direktorat Kesiapsiagaan terdiri atas:
a. Subdirektorat Siaga dan Latihan; dan

b.  Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 40
Subdirektorat Siaga dan Latihan mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan, bimbingan teknis, asistensi, dan

pengelolaan fasilitas di bidang siaga dan latihan.

Pasal 41
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40, Subdirektorat Siaga dan Latihan menyelenggarakan
fungsi:
a. pelaksanaan siaga;
b.  pelaksanaan latihan;
c.  penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan
asistensi di bidang siaga dan latihan; dan
d. pengoperasian, perawatan, dan penyimpanan fasilitas di

bidang siaga dan latihan.

Pasal 42
Subdirektorat Siaga dan Latihan terdiri atas kelompok jabatan

fungsional.

BAB V
DEPUTI BIDANG BINA TENAGA DAN POTENSI PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 43
(1) Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan
Pertolongan berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala.
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(2) Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan

Pertolongan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 44
Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan
Pertolongan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi pelaksanaan,
pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, serta
bimbingan dan penyuluhan di bidang bina tenaga dan potensi

pencarian dan pertolongan.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 44, Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian

dan Pertolongan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang bina tenaga dan potensi
pencarian dan pertolongan,;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang bina tenaga dan potensi
pencarian dan pertolongan;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang bina tenaga dan potensi pencarian dan
pertolongan;

d. pembinaan tenaga dan potensi pencarian dan
pertolongan;

e. koordinasi pelaksanaan di bidang bina tenaga dan
potensi pencarian dan pertolongan;

f. pemantauan, penilaian, analisis, evaluasi, dan pelaporan
di bidang bina tenaga dan potensi pencarian dan
pertolongan;

g. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di bidang
potensi pencarian dan pertolongan;

h. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Bina Tenaga
dan Potensi Pencarian dan Pertolongan; dan

i.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.
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Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 46

Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan

Pertolongan terdiri atas:

a.
b.

Direktorat Bina Tenaga; dan

Direktorat Bina Potensi.

Bagian Ketiga

Direktorat Bina Tenaga

Pasal 47

Direktorat Bina Tenaga mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan norma, standar, prosedur, dan Kkriteria, serta

kebijakan, pembinaan, koordinasi, pemantauan, penilaian,

analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang bina tenaga serta

pengelolaan jabatan fungsional teknis bidang pencarian dan

pertolongan.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 47, Direktorat Bina Tenaga menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang bina tenaga;

pelaksanaan kebijakan di bidang bina tenaga;
pelaksanaan pembinaan di bidang bina tenaga;
pembinaan dan pengelolaan jabatan fungsional teknis
bidang pencarian dan pertolongan;

penyusunan jabatan fungsional teknis bidang pencarian
dan pertolongan;

pelaksanaan koordinasi, pemantauan, penilaian, analisis,
dan evaluasi di bidang bina tenaga;

penyiapan penyusunan rencana dan pengembangan di
bidang bina tenaga;

pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan;
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i.  pelaksanaan sertifikasi tenaga  pencarian dan
pertolongan;

j- penyusunan laporan di bidang bina tenaga; dan

k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
Direktorat.

Pasal 49
Susunan Organisasi Direktorat Bina Tenaga terdiri atas

kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Bina Potensi

Pasal 50
Direktorat Bina Potensi mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan norma, standar, prosedur, dan Kkriteria, serta
kebijakan, pembinaan, koordinasi, pemantauan, penilaian,
analisis, dan evaluasi, bimbingan, penyuluhan, dan
diseminasi serta pelaporan di bidang bina potensi pencarian

dan pertolongan.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 50, Direktorat Bina Potensi menyelengarakan fungsi:

a. penylapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang bina potensi pencarian dan
pertolongan;

b.  pelaksanaan kebijakan di bidang bina potensi pencarian
dan pertolongan;

. pelaksanaan pembinaan di bidang bina potensi
pencarian dan pertolongan;

d. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, penilaian,
analisis, dan evaluasi di bidang bina potensi pencarian
dan pertolongan;

e.  pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, dan diseminasi;

i penyiapan bahan penyusunan rencana dan

pengembangan potensi pencarian dan pertolongan;
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g.  pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan;

h. pelaksanaan  sertifikasi potensi pencarian dan

pertolongan;
1. pemasyarakatan pencarian dan pertolongan;
1 penyusunan laporan di bidang bina potensi pencarian

dan pertolongan; dan
k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
Direktorat.

Pasal 52
Susunan Organisasi Direktorat Bina Potensi terdiri atas

kelompok jabatan fungsional.

BAB VI
DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA, DAN SISTEM
KOMUNIKASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 53
(1) Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem
Komunikasi Pencarian dan Pertolongan berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2) Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem
Komunikasi Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh

Deputi.

Pasal 54
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi
Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
koordinasi pelaksanaan, pengembangan dan pelaksanaan,
dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang
sarana dan prasarana, dan sistem komunikasi pencarian dan

pertolongan.






